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: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
‘ NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

: - FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
-PROVINSI KABUPATENIKOTA KECAMATAN DAN DESAI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '
| GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 12 Peraturan Menter]

' - .Dalam Negeri ‘Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Masyarakat di Daerah perju menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Forum Kewaspadaan Dinl Masyarakat (FKDM) Provinsn, Kabupaten/Kota
Kecamatan dan Desa/KeIurahan,

Mengingat 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
- ~ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun.
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

- Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang -

- Undang Nomor 47 Prp...Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
- Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
~ Selatan — Tenggara (Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun

1964 - Nomor 07 ) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan -Lembaran
-Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 2687), S ,

o 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah-
- (Lembaran Negera Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)

sebagalmana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 -
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '

" 3. Undang-Undang ‘Nomor .8 Tahun 1985 tentang Organisasl
_ Kemasyarakatan (Lembaga Negara Repubhk Indone51a Tahun 1985
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Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesua Nomor '
'3208); :

- a, Keputusan : Menter] Dalam Negen Nomor 131 Tahun 2003 tentang
- Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsr di
Daerah;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
'Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah
Provinsl Sulawesi Tengah_TahUn 2008 Nomor 2};

MEMUTUSKAN

. Meh_et_apkah H PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEWASPADAAN )

DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI, KABUPATENIKOTA,-
KECAMATAN, DAN DESA]KELURAHAN

. KETENTUAN UMUM

' Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1.

2.

Provinsi adalah Provinsi Sulawe51 Tengah

Kabupaten/l(ota adalah Kabupaten/Kota se Sulawe5| Tengah

. Pemerlntah Provinsi adalah Pemenntah Provinsn Su!awesi Tengah

Pemerlntah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawe51 Tengah
Gubernur adalah Gubemur Sulawe5| Tengah

Bupatn/Wailkota adalah BupaWWahkota se Sufawe5| Tengah

. Kewaspadaan Dini’ Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesnagaan dan antnsmasf

masyarakat dalam menghadapi potensi ‘dan indikasi timbulnya bencana,. baik bencana

“perang, bencana alam, maupun bencana karena uIah manusia.
. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya dlsmgkat FKDM adalah wadah

bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara
kewaspadaan dini masyarakat .
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9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian -peristiwa 'yang- disebabkan oleh perang,
- .alam, ulah manusia dan. penyebab lainnya- yang . dapat mengakibatkan korban dan
- penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan -lingkungan, kerusakan
- sarana/prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata
~ .- -kehidupan dan penghidupan masyarakat. -~ .70 T
~10.0Organisasi Kemasyarakatan yang ‘selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non
- .pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia
' secara sukarefa, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap
- partai politik. o o ‘
11.5atuan Perlindungan Masyarakat yang sefanjutnya disebut Satfinmas. adalah bentuk
- pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan
- dan keterampilan di- bidang perlindungan -masyarakat .yang difasilitasl - oleh
+  pemerintah atau pemerintah daerah. - P T
12. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian
- yang menekankan  kemitraan yang . sejajar dengan masyarakat jokal dalam
menyelesaikan dan mengatasi setlap permasalahan sosial yang - mengancam
- keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman  kehidupan masyarakat -
-setempat. T T P :

o paBT B
'PEMBENTUKAN FKDM -

: A Coes Pasal 2 - . . B
~ (1)FKDM dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(2)Pembentukan  FKDM " Provins! . dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh
- Pemerintah Provinsi, B - S S
- (3) Pembentukan FKDM Kabupaten/Kota dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi ofeh

Pemerintah Kabupaten/Kota, L
(4)Pembentukan FKDM Kecamatan dilakukan ole

7 | h masyarakat dan difasilitasi oleh Camat
- atasnama Pemerintah Kabupaten/Kota. . . ; L
" (5)Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan dilakukan cleh masyarakat dan ‘difasilitast oleh

© Camat.

S S  Pasal3. - - o _ .

Hubp'nga’n FKDM 'Pro_vi_nsi," Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Ke!usjahan bersifat -~

© konsultatif, L T -

o BABIII -
FKDM PROVINSL ©

Bagian Pertama
" Penyelenggaraan
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- : Pasal4 ' ; :
: (1) Penyelenggaman FKDM Provinsi - menjadi - tanggungjawab dan dllaksanakan oleh
masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi,
(2) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mel|put|
a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan. -perlindungan masyarakat
dalam . menghadap! kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana. perang,
bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi; :
"b. mengkoordinasikan Bupatt/Wahkota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini
masyarakat; dan
c. mengkocrdinasikan kegiatan |nstan5| vertikal i Provmss dalam penyelengaraan
. " - kewaspadaan dini masyarakat. :
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana damaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf o
didelegasikan kepada - . _ .
Wakil Gubernur,

Bagiari Kedua
' Tugas

: Pasal 5 : '

: FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam-Pasal 2 ayat (1) mempunyal tugas

" a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan

informasi dari masyarakat -mengenai potensi ancaman: keamanan,  gejala atau

peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara

dini; dan

" b. memberikan rekomendasp sebaga: bahan pert;mbangan bagl Gubernur mengenal
kebijakan yang berkattan -dengan kewaspadaan dmt masyarakat :

" Bagian Ketiga
_ Keanggotaan

" Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan FKDM Prown5| terdln atas:
' wakil ormas; .

perguruan tinggi;
. lembaga pendidikan fain;
- tokoh masyarakat;

“tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh pemuda; dan

elemen masyarakat lainnya. |

{2) Suéunan keanggotaan FKDM Provinsi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
d:tetapkan dengan Keputusan Gubernur :

FEOpONOD
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) Baglan Keempat
Dewan Penasehat FKDM

Pasal 7 ‘ .
0 DaEam rangka pembmaan FKDM Provinsi dlbentuk Dewan Penasehat FKDM Provmsl

(2) Dewan Penasehat FKDM Prownsl sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyal '
' tugas:

a. membantu Gubernur merumuskan kebfjakan da!am meme!ihara kewaspadaan dlnl '
- masyarakat; dan-

b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Provlnsr dengan Pemermtah Provm5|
' dalam memehhara kewaspadaan dini masyarakat .

‘ Pasals : '
‘(1) 5usunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provmsn sebagalrnana d:maksud
- dalam Pasal 7 ayat (1) sebagal berikut . : .
a. Ketua . :‘Wakil Gubernur. - - i S = '_ S
b. Sekretans : Kepala Badan . Kesatuan Bangsa Polit:k ' clan Perl'indungan- '
Do Masyarakat Daerah Provinsi. = -
- c.:Anggota ;1. Kepala' Pos Wl!ayah Badan Inteiuen Negara Provmsn Su[awesl
e Tengah; : '
. Kasi Intel Korem 132 Tadulako .
.. Direktur Intetkom Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah _ '
. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Badan Kesbangpol dan
Linmas Daerah Provinsi; D .
. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Sulawes Tengah
» Kepala Kantor Imlgra5| Palu..

{2) Susunan keanggotaan Dewan - Penasehat’ FKDM Provlns: sebagairnana dlmaksud
pacla ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Gubemur

~l G n -l:-i.o‘N '

' : BA_B-IV_ _
' FKDM'KABUPATENIKOTA '
.Bagién'Peitéma
' Penyelenggar’aar_a
Pasal 9

(1)Penyelenggaraan FKDM Kabupgten/Kota menjadi tanggung Jawab dan dllaksanakan
oleh masyarakat yang difasilltasi dan dibina oleh Peémerintah Kabupaten/Kota '

'(Z)Tugas dan kewaJiban Bupati/Walikota sebaga|mana dlmaksud pada ayat (1) mellput;
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a. membma dan memellhara ketentraman, ketertiban dan perllndungan masyarakat
dalam - menghadap! kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana . perang,
bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di-Kabupaten/Kota; :

‘b. mengkoordlnasnkan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dnm masyarakat
“dan _ ,

c. mengkoordmasikan kegiatan |nstan5| vertlkai di Kabupaten/Kota' dalam.
penyelengaraan kewaspadaan dini masyarakat

(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf o
dldelega5|kan kepada Wakil Bupatn/Wakn Walrkota S ‘

Baglan Kedua
Tugas

' - : _ Pasal 10 ' ' :
FKDM Kabupaten/Kota sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat 6)) mempunyal tugas- .

& 'menJarlng, menampung, mengkoordmasnkan dan mengkomumkaslkan data dan

informasi dari masyarakat mengenal .potensi ancaman keamanan, gejela atau
peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara
dini; dan -

b. memberikan rekomendaSI sebagat bahan pertlmbangan hagi- Bupatl/Wankota
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

' . ~ - Pasal 11
(1)Susunan keanggotaan FKDM Kabupaten/l(ota terdm atas:
. wakil ormas;
perguruan tinggi; B
lembaga pendidikan lain;.-

. tokoh masyarakat;

. tokoh adat; '

tokoh agama;

. tokoh pemuda; dan

. elemen masyarakat lainnya.

(2) Susunan ' keanggotaan’ FKDM Kabupaten/l(cta sebagalmana chrnaksud pada ayat (1) a
dltetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Ta e an o
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' 'Bagian Keempat 7
Dewan Penasehat F_KD_M o

‘ Pasal 12 S ‘ ' '
(1) Dalam rangka pemblnaan FKDM Kabupaten/l(ota dlbentuk Dewan Penasehat FKDM-
Kabupaten/Kota, =
(2) Dewan -Penasehat FKDM Kabupaten/l(ota sebagalmana dlmaksud pada ayat L
‘ mempunyai tugas ‘ _
a.  membantu Bupatu/Wallkota merumuskan kebuakan - dalam memel:hara
kewaspadaan dini masyarakat; dan : '
“b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Kabupaten/Kota dengan pemermtah :
Kabupaten/Kota dalam memel:hara kewaspadaan dml masyarakat _

. S : Pasal 13 . '
E _(1)Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/l(ota sebagalmana i
dimaksud dalam Pasal 12 .ayat (1) sebagai- berikut : , .
. a. Ketua - : -Wakil Bupati/Wakil Walikota. '_ LR
. b. Sekretaris: - Kepala - Badan Kesatuan Bangsa Polltlk dan -Perlindungang
.. Masyarakat Kabupaten/Kota atau nama lain. -~ . .
. c. Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan- dan Catatan Slpil Kabupaten/Kota
o e : atau nama fain. .
. Kasat Intel Kepolisian Resort Kabupaten/Kota
. Pasi Intel Kodim Kabupaten/Kota.
. Unsur Poswil Badan Intelijen Daerah Kabupaten/Kota _
- Kabid Penangguiangan Bencana. Badan Kesbangpol dan leas
" Kabupaten/Kota atau nama lain. -~ .~ _ .
' 6. Kasl Intel Kejaksaan Neger! Kabupaten/Kota. - -
'(Z)Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota sebagalmana. :
‘dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl :

G W

o BABV :
- FKDM. KECAMATAN

Baglan Pertama :
"Penyelenggaraan :

o Pasal 14 _ :
(&3] Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dmmpahkan kepada Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ‘membina dan memelihara keétentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
dalam menghadapi  kemungkinan terjadinya bencana, balk bencana perang,
bencana alam maupun bencana karena utah manusia di Kecamatan :
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b. mengkoordinasi Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dml .
rnasyarakat;

¢, mengkoordinasi kegiatan lnstansa di tmgkat Kecamatan dalam penye[enggaraan

' kewaspadaan dinl masyarakat; dan . ,

d. mengkoordinasi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, .

anggota satlinmas, anggota poimas dan elemen masyarakat lainnya dalam

kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan -
meningkatkan kewaspadaan dml masyarakat di wilayah Kecamatan

Bagian l(edua
Tugas :

Pasal 15
FKDM Kecamatan sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunya! tugas :
a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan - dan -mengomunikasikan data dan
- informasi ‘dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau

peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara . -

dini; dan
b. memberikan rekomendas: sebagai bahan pertrmbangan bagl Camat - mengenau
kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dlm masyarakat

Bagian Ke'tiga', '
Keanggotaan

. - Pasall.ﬁ S

(1) Susunan Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas

. wakil ormas; - . .

lembaga pendidikan;

tokoh masyarakat;

. tokoh adat;

. tokoh agama;

tokoh pemuda; dan .

. elemen masyarakat lainnya e '

{2) Susunan keanggotaan .FKDM Kecamatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dltetapkan dengan Keputusan Bupatu/Wallkota B .

LB oaOTY

Bagian Ke'enipat
Dewan Penasehat FKDM '

' Pasal 17
(1) Dalam . rangka pembmaan FKDM Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat FKDM
Kecamatan : .
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(2) Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagalmana d:maksud pada ayat (1)

' mempunya; tugas v
. membantu Camat merumuskan kebuakan daiam memehhara kewaspadaan d:nl'

 masyarakat; dan
~ b. . memfasilitasi hubungan kerja  antara FKDM Kecamatan dengan pemermtah—
Kabupaten/l(ota dl Kecamatan datam memehhara kewaspadaan dini masyarakat

' .7 pasal18 \ |
(1) Susunan Keanggotaan Dewan ‘Penasehat FKDM Kecamatan sebagalmana dlmaksud
- . dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai berrkut . .

~ a.Ketua - - 1 Camat;
b. Sekretans " 1 Sekretaris Kecamatan, oo
¢. Anggota . Pejabat terkait di tingkat Kecamatan

(2) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaamana dimaksud ‘
o pada ayat (1) dttetapkan dengan Keputusan Bupatl/WaIikota ' .

- BAB vl .
FKDM DESA/ KELURAHAN

_Baglan Pertama o
. ‘Penyelenggaraan,, o

| o . Pasal19 ' o
(1) Penyelenggaraan FKDM dl wilayah Desa/KeIurahan dmmpahkan kepada Kepaia
Desa/Lurah melalui Camat '

-~ (2) Tugas dan kewa_'uban Kepa[a Desa/Lurah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_ ‘

' _meliputi: - . -

. membina dan memehhara ketentraman, ketertiban dan perllndungan
-masyarakat dalam menghadapl kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana.
perang,” bencana - alam ‘maupun - bencana karena “ulah - manusia  di

. Desa/Kelurahan; dan

-b.  mengkoordinasikan  tokoh - masyarakat ‘tokoh adat tokoh agama, tokoh'j
pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemeén masyarakat lainnya
“dalam kegiatan di bidang ketentraman ketertiban dan perfindungan masyarakat
dengan menmgkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa/KeIurahan

' .B'ag'ién‘Kedua
'Tugas
' T Pasal 20 _ '
FKDM Desa/Keiurahan sebagaimana drmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunya: tugas :



a. menjaring, 'me'narhpung, mengoordmasxkan dan mengomunrka51kan data dan -
informasi dari masyarakat -mengenai potensi .ancaman keamanan, gejala atau
peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara

- dini; dan

b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertlmbangan bagi Kepala Desa/Lurah
mengenai kebljakan vang berkaltan dengan kewaspadaan dinl masyarakat

Baglan Ketnga .
o Keanggotaan

, Pasal 21 L
(1)Susunan Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terd}ri atas:
wakil ormas; o o L :
" lembaga pendidikan;

tokoh masyarakat;

tokoh adat; '
" tokoh agama;

tokoh pemuda; dan

elermen masyarakat Ialnnya

(2)Susunan keanggotaan FKDM Desa/KeIurahan sebagalmana d:maksud pada ayat (1)
d|tetapkan clengan Keputusan Camat.. ~ _ :

erponow

Bagian--Ké'empaf :
" Dewan Pembina FKDM

' Pasal 22

(1) Dailam rangka pembmaan FKDM dlbentuk ‘Dewan’ Penasehat FKDM' di
Desa/Kelurahan, : o

(3) Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagalmana -dimaksud pada ayat (1)-
mempunyai tugas : .
a. membantu Kepala Desa/Lurah merumuskan keb:;akan daiam memehhara
kewaspadaan dini masyarakat; dan '
b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM- Desa/KeIurahan dengan Pemenntah
DesajKeIurahan dalam memehhara kewaspadaan dini masyarakat :

: : Pasal 23 :
_(1)Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Keiurahan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut ©
a. Ketua : Kepala Desa/Lurah;
b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan; -
¢, Anggota : Pejabat terkait di Desa/Kelurahan .
(2)Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Keiurahan sebagalrnana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat. '
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- BABVII . -
FASILITASI DAN PEMBINAAN

’ ‘ Pasal 24 :
(1) Fasilitasi dan pemblnaan FKDM Provms: menjadi tugas dan kewajlban Gubernur
(2) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kabupateanota menJadI tugas dan kewajlban
' Bupati/Walikota.. :
- (3) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kecamatan menJadl tugas dan kewajlban Camat.
(4) Fasifitasi dan pembinaan FKDM Desa/Kelurahan menJadl tugas dan kewajiban Kepala
Desa/Lurah atas nama Camat. ) ‘ i

: " BABVIII .
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

= _ (1) Gubemur melakukan pengawasan terhadap Bupat:/Walakota dan |nstan5| terkalt di

daerah: :
(D Bupatn/Walukota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah '
' serta mstansi terkait dl Kabupaten/Kota o ;

Pasal 26

_(1) Petaksanaan pembmaan penyelenggaraan FKDM Provm5|, pembentukan FKDM .
' Provinst dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya
disampalkan kepada Menteri-Koordinator Poiitik, - Hukum dan’ Keamanan, Menteri
Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Repubhk indonesia dan Kepala Badan
Inteiejen Negara.

(2) Pelaksanaan pemblnaan penyelenggaraan FKDM Kabupaten/Kota, pembentukan
" FKDM  Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Waliketa kepada Gubemur dan
tembusannya disampaikan kepada - Menteri Koordinator - Politik, Hukum - dan
Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan - Kepala Kepohsnan
~Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelejen Negara.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) drlakukan secara berkala
setlap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juh dan sewaktu-waktu jika
~dipandang perii. . . : . .
{4) Dalam keadaan mendesak mekan:sme pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat
{1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang
- ada, dengan ketentuan tetap segera menyampalkan laparan dan tembusan tertuhs_
- . secara hirarkhi. .
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" BABIX -
PENDANAAN

o Pasal 27 .

(1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FKDM Provmsl didanac dart dan atas beban 3
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Provinsi.

(2) Pendanaan bagi. penyelenggaraan FKDM Kabupaten/Kota didanai dart dan atas §
beban Anggaran Pendapat-an dan BelanJa Daerah Kabupaten/Kota . S

, BABX
KETENTUAN PENUTUP

o : Pasal 28
_ Peraturan Gubernur inl mulal berlaku pada tanggal d:undangkan

: Agar setlap orang mengetahumya memer:nl:ahkan pengundangan Peraturan Gubernur' =
- Ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Provnnsn Sulawesl] Tengah B

" 'Ditetapkan di . - Paluy
pada tanggal ‘

GUBERNUR SULAWEST TENGAH,

B. PALIUDIU
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